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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang konflik pilkada di Kabupaten 
Bulukumba. Konflik dalam pemilukada 2015 di Kabupaten Bulukumba terjadi 
karena ketidakpuasan dari kandidat maupun rakyat terhadap hasil pemilukada 
diakibatkan temuan-temuan pelanggaran atau kecurangan  pada saat pemilukada 
Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konflik menjelang 
dan  pacca pemilukada dan faktor yang menyebabkan konflik di Kabupaten 
Bulukumba. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 
konsep dan teori yang digunakan Teori Konflik, Resolusi Konflik,  Lokasi 
Penelitian di kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. 
Teknik analisi data menggunaka metode kualitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan konflik pemilukada tahun 2015 di 
Kabupaten Bulukumba terjadi karena ketidakpuasan pasangan H. Askar HL – H. 
Nawawi Burhan terhadap hasil Pemilukada yang memenangkan pasangan A. 
Syukri A. Sappewali – Tommy Satria Yulianto yang diduga melakukan 
kecurangan. Penyelesain konflik diselesaikan dengan cara Arbitrase dimana KPU 
Kabupaten Bulukumba menyerahkannya ke KPU Provinsi dan diputuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi.  
Faktor yang menyebabkan konflik pada pemilukada tahun 2015 di 
Kabupaten Bulukumba adalah adanya pihak-pihak tertentu atau peserta pemilu 
yang tidak puas dengan hasil akhir perolehan suara dan akibat ketidakpuasan para 
peserta pemilu menimbulkan konflik baik antar pasangan calon maupun para 





A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari 
konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan dan kedaulatan rakyat merupakan 
konsepsi yang sudah di idealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dalam 
menjalankan kekuasaan sebagai bangsa yang merdeka harus didasarkan sesuai 
dengan UUD, sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan 
negara. Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi dan 
negara hukum inti dari demokrasi adalah perlibatan rakyat dalam pembentukan 




 Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktik 
bernegara masa kini (modern) karna menjadi sarana utama bagi rakyat untuk 
menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan 
rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menetukan 
siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintah 
negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah “untuk memilih dan 
melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka”.2 
Pilkada adalah sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan 
arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat 
perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang 
                                                          
1
Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta : Konstitusi Pers, 
2013), h.72 
2





demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah 
daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang 
benar-benar mendekati kehendak rakyat.
3
 Sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-
Nur/24:55 yang berbunyi : 
                                   
                                 
                                    
 
Terjemahnya  : 
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu  yang beriman 
dan yang mengerjaka kebajikan yang bahwa Dia sungguh- sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai. Dan Dia benar-benar 
mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi 
aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu pun. Tetapi Barangsiapa yang (tetap) kafir 




Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa janji Allah kepada Rasulnya 
bahwa dia akan menjadikan ummat muslim ini sebagai khalifah dimuka bumi, 
yaitu menjadi pemimpin ummat manusia dan penguasa mereka. Ditangan 
merekalah negeri akan menjadi baik. Ummat manusia tunduk kepada mereka. Dan 
dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam 
ketakutan menjadi aman sentosa , menjadi hakim ditengah manusia. Allah telah 
melaksanakan janji ini segala puji dan karunia hanyalah miliknya.
5
 Ayat diatas 
                                                          
3
Artikel, Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Oleh Hasrul Harahap 
diakses pada tanggal 30-07-2017 Pukul 14:25 WITA 
4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya, 
(Bandung : Syaamil Quran, 2013) h.357 
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juga bermakna bahwa memilih suatu pemimpin ataupun penguasa tidak mesti 
dibarengi dengan kekerasan maupun konflik karna sebagaimana kekuasaan 
hanyalah milik Allah  SWT. 
 Apabila mencemati konflik pilkada terlihat dengan jelas bahwa konflik itu 
terjadi karena adanya pertarungan antara elit lokal (kandidat) dalam 
memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan dianggap sesuatu yang sakral dalam dunia 
politik terutama untuk memenuhi naluri sebagai manusia untuk berkuasa. Seperti 
di ungkapkan C. Wright Mills dalam bukunya the power elite,  kekuasaan itu 
bersifat memaksa jika dorongan paksaan tersumbat akan berakhir pada konflik. 
Pendapat Mills ini memberi arti, ketika elite lokal akan berburu kekuasaan maka 
aura power dalam bentuk bahasa dan simbol-simbol yang terlontar dimedia.
6
 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:58  yang berbunyi : 
                                     
                       
Terjemahnya : 
Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik 





Ayat diatas mejelaskan Allah SWT menyuruh kita sebagai umat manusia 
untuk bersifat adil, orang yang diberi kekuasaan haruslah yang ahli di bidangnya. 
Jika bukan ahlinya kekuasaan yang di kelola tersebut akan mengalami 
                                                          
 
6
Hasrullah, Pertarungan Elite Dalam Bingkai Media, (Yogyakarta : Adil Media, 2010)  
h.42 
7






kehancuran. Oleh karna itu, apabila seorang telah diserahi amanat tertentu ia harus 
melaksanakan amanat tersebut dengn adil agar supaya tidak terjadi konflik 
maupun kekerasan. 
Dua ayat terakhir di atas dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin 
dak kafir, yakni entang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al-Qur’an 
mengajarkan suatu tuntutan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah yang  
maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat 
waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu 
menetapkan dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah 
memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah 
sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Tuhsn ysng 
maha mendengar lagi maha melihat.
8
   
Hanya saja bagi rakyat kita yang baru saja menikmati kehidupan 
demokrasi, mentalitas untuk menerima demokrasi belum matang dan masih jauh 
dari kesempurnaan. Maka tak heran bagi kandidat yang sementara bersaing dalam 
kampanye pilkada, ada nada pesan politik yang disampaikan kepublik bahwa siap 
menang dan siap kalah. Bahkan pernyataan tersebut tak hanya dinyatakan dalam 
bentuk dinyatakan dalam bentuk pembicaraan pesan politik tapi dideklarasikan 
secara pernyataan tertulis. Sudah sepantasnya elite lokal menampakkan 
                                                          
8
Kementrian Agama RI, Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim, (Jakarta : Lajnah Pentasihan 





kematangan di depan pendukungnya tak hanya menebar pesan-pesan komunikasi 
politik. Tetapi harus sekaligus dapat memberikan kesejukan dalam demokrasi.
9
 
 Pengalaman konflik poso membuktikan pecahnya konflik diawali dengan 
konflik struktural dalam bentuk perebutan jabatan bupati. Karena ada kelompok 
elite yang tidak puas maka di tebarlah pesan konflik dalam bentuk perbedaan 
agama, dan ketimpangan ekonomi yang pada akhirnya konflik poso berdarah-
darah yang menyebabkan tragedi  kemanusiaan. Kita berharap, pilkada yang 
terjadi di beberapa daerah jangan di jadikan bara api demokrasi yang di sebabkan 
konflik perebutan kekuasaan elite lokal yang pada akhirnya merugikan rakyat. 
Karena itu pilkada dan demokrasi adalah dua ata pisau yang dapat menikam 
rakyat, jika elite tak bijak memaknai pesan-pesan konflik di tebar kepada publik 
akan menyebabkan demokrasi kebablasan.
10
  Dalam sebuah HR.Shahih Muslim 
no.3402 dijelaskan tentang kepemimpinan dan Allah SWT  membenci pemimpin 
yang mengejar jabatan : 
  َلَاق ىَسوُم ِيَبأ ْهَع :  ِهَْيلُج َّسلا ُدََحأ َلَاَقف ي ِّمَع ِيَىب ْهِم ِنَلَُجَزَو َاَوأ َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِِّيبَّىلا َىلَع ُتْلَخَد َاي
 َّلَجَو َّزَع ُ َّاللَّ َك َّلََّو اَم ِضَْعب َىلَع َاوْس َِّمأ ِ َّاللَّ َلوُسَز  ِلَمَعْلا اََره َىلَع يِّلَُوو َلَّ ِ َّاللََّو اَِّوإ َلَاَقف َِللَذ َلْثِم ُسَخْلْا َلَاقَو  
 ِهَْيلَع َصَسَح اًدََحأ َلََّو َُهَلأَس اًدََحأ 
 Artinya : 
Abu Musa ia berkata: Aku menemui Nabi bersama dengan dua orang 
lelaki dari keluarga bapak saudaraku. Salah seorang warisku itu berkata 
“Wahai Rasulullah, berikanlah aku jabatan untuk mengurus sebagian dari 
perkara yang diberikan Allah kepadamu. Begitu juga warisku seorang lagi 
mengajukan permohonan yang sama. Lalu Rasulullah bersabda : Demi 
Allah, aku tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada orang yang 
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Hadis di atas menjelaskan bahwa yang mengangkat orang sebagai 
pemimpin tertinggi atau orang yang di izinkan dan diwakilkan oleh pemimpin 
tertinggi. Bukan orang banyak atau masyarakat yang beramai ramai memilih 
pemimpin, dan tidak mengangkat seseorang yang meminta jabatan dan tamak 
akan jabatan dan kekuasaan. 
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain  memiliki daya tarik 
dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya 
rusak yang besar. Siapa pun tidak hanya akan muda tergoda untuk merebut 
kekuasaan, tetapi juga untuk memperthankan kekuasaan yang telah didapatnya. 
Begitu mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya 
harus melalui perebutan atau kompetisi yang terkadang dapat menelan korban 
jiwa. Daya rusak kekuasaan bersumber dari watak kekuasaan yang menggoda 
serta memesona. Oleh sebab itu, para pemegang dan pemburu kekuasaan selalu 
cenderung menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya.
12
 
Lalu, bagaimana kekerasan terutama kekerasan politik yang terjadi di 
Indonesia Lembaga pengkaji masalah sosial politik, Internasional Crisis Group 
(ICG), mencatat sekitar 10% dari 200 pemilukada yang diselenggarakan pada 
2010 telah diwarnai aksi kekerasan. Misalnya kekerasan yang terjadi di 
Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di Sulawesi Selatan dan Toli-toli di 
Sulawesi Tengah, dlsb. Temuan lembaga ini menunjukkan, kekerasan dalam 
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pilkada antara lain dipicu oleh lemahnya posisi penyelenggara pemilukada yaitu 
KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang tidak independen (partisan) 
dan tidak cerdas, serta konflik antar peserta pemilukada.
13
 Pemicu terjadinya 
konflik selain dari profesionalitas penyelenggara, konflik internal pada partai 
politik juga bisa menjadi pemicu tejadinya konflik pemilukada. Akar 
permasalahan yang muncul yakni pada saat penetapan bakal calon kandidat yang 
akan diusung oleh partai politik tersebut. bisa digambarkan bahwa masalah 
konflik yang terjadi di Internal partai politik itu sendiri yang menjadi akar pemicu 
terjadinya konflik. Sementara itu, hasil penelitian LIPI terhadap pemilukada di 
491 kabupaten/kota antara Juni 2005 hingga 2008, menemukan sekitar 10-15% 
pemilukada telah diwarnai aksi kekerasan. Konflik yang muncul dalam 
pemilukada tersebut lebih banyak karena faktor ketidak-puasan terhadap kepala 
daerah terpilih, yang diduga melakukan praktek politik uang.
14
 
 Maka dari itu penulis mengambil konsentrasi kepada konflik  yang terjadi 
pada pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak dimana dalam 
pelaksanaan pilkada secara serentak ini terdapat berbagai konflik politik 
menjelang dan pasca pilkada. Konflik menjeleang pilkada diantaranya ada 5 
paslon bupati dan  wakil bupati Kabupaten Bulukumba yang bersaing untuk 
memperoleh suara terbanyak  dan adapun konflik yang terjadi pasca pilkada 
adalah  dengan sengketa dimana paslon no. urut 5 Askar–Nabawi menuntut paslon 
no. urut 1 Sukri–Tommy akibat tidak menerima kekalahannya dan membawa 
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permasalahan ini sampai ke MK (mahkamah konstitusi). Paslon no. urut 5 ini 
tidak menerima hasil akhir dari perhitungan suara dikarenakan karena curiga 
bahwa terjadi berbagai kecurangan di beberapa wilayah di Kabupaten Bulukumba. 
Pasangan Askar-nabawi mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi mengenai 
kecurangan yang dilaporkannya pada pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten 
Bulukumba diantaranya pokok permasalahannya yakni DPT ganda, pemilih lintas 
desa, dan C6 yang tertahan di KPPS. Beberapa permasalahan ini menjadi 
penyebab utama terjadinya konflik dalam pilkada serentak di Kabupaten 
Bulukumba. Peristiwa ini berlangsung agak lama karena pasangan calon bupati 
bulukumba H.Askar HL dan Nawawi Burhan terus mengajukan gugatan dan siap 
membawa beberapa saksi untuk gugat KPU (komisi pemilihan umum) Askar 
membawa sembilan pengacaranya ke Jakarta agar tuntutannya bisa menang di 
MK. 
 Pilkada serentak hadir sebagai sarana untuk menguatkan konsolidasi 
demokrasi lokal di Indonesia. Setidaknya pilkada bertujuan untuk menciptakan 
penyelenggaraan yang efektif. Derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala 
daerahnya diharapkan dapat meningkat. Dengan pilkada tahun 2015 dapat diambil 
pembelajaran bahwa ketika melaksanakan pilkada selanjutnya harus lebih efektif 
supaya konflik seperti ini tidak lagi sering terjadi dalam perhelatan demokrasi di 
negeri ini, khususnya di Kabupaten Bulukumba. 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah yang penulis 





1. Bagaimana gambaran konflik sebelum menjelang pilkada dan setelah 
pilkada tahun 2015  ? 
C. Tujuan Penelitan dan Manfaat 
Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari 
peneliatian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahuai gambaran konflik sebelum menjelang pilkada dan 
setelah pilkada . 
Manfaat  
1. Manfaat Teoritis 
a. Menjawab fenomena sosial politik yang ada khususnya dalam perpolitikan 
lokal.  
b. Menunjukkan secara ilmiah mengenai pandangan politik menjelang dan 
pasca pilkada serentak di Kabupaten Bulukumba.  
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam 
memahami  konflik atau penyelesaian masalah menjelang dan pasca 
pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba.  
b. Memberikan informasi kepada praktisi politik tentang konflik pilkada  atau 








D. Tinjauan Pustaka 
 “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di 
Kabupaten/Kota” oleh M.Ikhsan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dalam rangka 
mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota. Sedangkan, manfaat penelitian ini 
adalah teridenfitikasinya berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan 
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kualitas 
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota pada masa yang akan datang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penelitian 
deskriptif yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini berupaya mendeskripsikan 
fenomena tertentu. Sedangkan penelitian evaluasi dimaksudkan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan suatu sistem yang dilaksanakan dan mencari 
keunggulan dan kelemahannya demi perbaikan pada masa yang akan datang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diterapkan dengan 
mengumpulkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. 
Melalui pendekatan kualitatif, akan dilakukan interpretasi fenomena-fenomena 
yang ada untuk memperkaya analisis dan penarikan kesimpulan. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan 
pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005.
15
  
“Resolusi konflik pasca pilkada tahun 2010 di kabupaten Gowa”. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa resolusi 
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konflik  dalam Pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Gowa dilakukan sesuai 
dengan teori resolusi konflik Jhon Burton dimana pemecahan konflik harus 
dilakukan terlebih dahulu yaitu mencari akar permasalahan konflik. Akar 
permasalahan konflik Pemilukada Gowa terjadi karena gugatan hasil pemilukada 
oleh pasangan Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamalauddin Rustam  terhadap 
pasangan Ichsan-Abdul Razak yang diduga menggunakan ijazah palsu pada saat 
verifikasi calon bupati dan wakil bupati 2010-2014. Cara penyelesaian konflik 
menggunakan Arbitrase dimana diselesaikan secara yudisial dengan melibatkan 
KPU dan Mahkamah konstitusi, menolak hasil gugatan dan secara legal 
memenangkan pasangan Ichsan-Abdul Razak sebagai bupati dan wakil bupati 
Kabupaten Gowa 2010-2014. Dari hasil penelitian ini telah menemukan beberapa 




 “Potensi Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota 
Makassar Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk potensi 
konflik yang terjadi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
konflik pemilukada di kota Makassar. Penulis melakukan penelitian deskriptif 
dengan melakukan pengumpulan data melallui wawncara mendalam serta diskusi 
kelompok tertatah (FGD) dengan beberapa individu dan kelompok yaitu elit 
politik yang akan ikut pada pemilukada kota Makassar dan tim suksenya, partai 
politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Media massa serta 
masyarakat umum. Data dari hasil wawancara dan FGD dicatat secermat mungkin 
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dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secarakualitatif sehingga apa yang 
terkandung dibalik realitas dapat terungkap. Berkaitan dengan potensi konflik 
pemilukada Kota Makassar tahun 2013, penelitian ini dilakukan untuk 
mendapatkan informasi terkait faktor pemicu terjadinya konflik pemilukada di 
Kota Makassar. Dalam hal ini potensi konflik dibagi ke dalam dua faktor yaitu 
faktor sosiologis, dan faktor institutsional Penelitian ini menggambarkan secara 
sederhana dasar pembentukan basis-basis sosial di Kota Makassar. Pertama, pada 
basis tradisional yang terdiri dari unsur etnik, budaya, agama dan regional. Etnik 
mencakupi segala aspek kebudayaan di Kota Makassar. Misalnya, di Makassar 
terdapat beragam etnik, ada etnik Bugis, Makassar, Mandar, Tionghoa dan lain 




“Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada” Oleh 
M.Nawawi dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi 
berbagai bentuk politik identitas etnik dan konflik politik yang terjadi di 
Kabupaten Poso selama kurun waktu pelaksanaan pemilukada, Tahun 2010. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan kajian 
kepustakaan, wawancara dan focus group discussion (FGD). Analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif (editing data, kategorisasi data, Interpretasi 
makna data, dan perumusan simpulan hasil penelitian), dengan menggunakan 
pendekatan etik-emik. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dalam konteks 
pemilukada tahun 2010 memperlihatkan kecenderungan baru dalam kontestasi 
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politik di Poso. Meski persaingan cukup sengit antara empat pasangan calon 
Bupati-Wakil Bupati, namun isu-isu agama dan etnis nampaknya tidak laku dijual 
sebagai komoditas kampanye. Muncul isu-isu baru yang memperlihatkan adanya 
kejenuhan masyarakat Poso dengan konflik kekerasan yang berkepanjangan dan 
sekaligus pertimbangan logis mereka terhadap isu-isu yang menonjolkan etnisitas, 
sehingga jargon keamanan dan ketertiban, kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan 
ekonomi lebih diterima sebagai sebuah solusi. Hal ini tidak lepas pula dari 
komposisi semua pasangan calon yang kelihatannya mengakomodasi konsep 
power sharing sehingga kombinasi Kristen-Islam menjadi pilihan, hal yang 
sekaligus menggambarkan komposisi penduduk Kabupaten Poso saat ini. Fakta-
fakta temuan penelitian memperlihatkan bahwa semua pasangan calon 
memainkan isu etnis dan agama, meski dalam skala lokalitas/berdasarkan wilayah 
menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat wilayah tersebut.
18
 
 “Konfllik Politik Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007 di 
Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas” Oleh 
Cevy Fantastic. Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik 
demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) 
kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber 
daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena 
penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber 
daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya 
dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing 
                                                          
18M.Nawawi dkk. Jurnal : “Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada” 





menjadi konflik kekerasan dan anarkis. Pada prakteknya, konflik semakin marak 
dengan ditunggangi oleh berbagai kepentingan individu dan kelompok. Hal ini 
tidak lain disebabkan oleh kepentingan kekuasaan, praktek money politic dan 
tingkat imitasi media tinggi. Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada 
masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan dan permusuhan 
diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi pada 
pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa tarempa barat. Dari hasil penelitian 
tentang konflik politik dalam pemilihan kepala desa tahun 2007 di Desa tarempa 
Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ada beberapa bentuk 
konflik politik yang terjadi. Hal ini dikarenakan oleh adanya pemaksaan, ancaman 
dan kekerasaan Fisik serta adanya money politic, fanatisme yang berlebihan dari 
pendukung calon kades. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data 
berupa metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.
19
 
Tabel 0.1  
Tinjauan Pustaka 
 
No Nama Judul Masalah Metode Hasil Penelitian 
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2. A. Nurmadina 
Resolusi konflik 
pasca pilkada 













































Dalam hal ini 
potensi konflik 
dibagi menjadi 






































































































Perbedaan penelitian ini dengan yang lain adalah masalah tempat dan 
pengambilan data teori dan metode penelitian. Penelitian diatas kebanyakan 
membahas satu topik saja yakni konflik pilkada sebelum pemilihan dan ada pula 
setelah pemilihan sedangkan penelitian yang saya kerjakan ini adalah konflik 
pilkada menjelang dan pasca pilkada. Perbedaan penelitian lain dengan penelitian 
ini adalah disini saya membahas tentang pilkada serentak dimana pilkada ini di 









A.  Kerangka Teori 
1. Teori Konflik 
 Konflik merupakan salah satu konsep dasar ilmu politik, sebagai makhluk 
sosial manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain terutama dalam 
mencapai tujuan hidupnya. Manusia yang secara kodrati dilengkapi dengan nafsu, 
emosi dalam melakukan hubungan dengan manusia lainnya, sering terjadi 
pertentangan, kesalahpahaman antara individu dengan individu, antara individu 
dengan kelompok maupun individu dengan kelompok dan pemerintah. Teori 
konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi tidak 
melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, terjadi karena 
adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan 
kondisi semula. Konflik terjadi karena adanya hubungan sosial atau komunikasi, 
apabila kita ingin mengetahui konflik maka harus memahami pola dan perilaku 
koomunikasi, dan konflik tidak selalu disebabkan oleh komunikasi yang buruk.
20
 
Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan 
dan konflik yang tak berwujud kekerasan. Konflik yang mengandung kekeasan 
pada umumnya terjadi pada masyarakat negara yang belum memiliki konsensus 
dasar mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang 
melembaga. Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umunya dapat ditemui 
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pada masyarakat negara yang memiliki konsensensus mengenai dasar dan tujuan 
negara dan mengenai  pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.
21
 
Dengan mengikuti penjelasan Ramlan Surbakti tentang pengertian konflik 
politik, terdapat penjelasan mengenai konflik politik yaitu sebagai berikut. 
Konflik politik adalah konflik yang berhubungan dengan pertentangan 
kepentingan publik. Konflik politik adalah yang berkaitan dengan 
penyelenggraraan nrgara dan pemerintahan. Secara vertikan, konflik dapat terjadi 
antara penyelenggaraan negara dan rakyat, terutama ketika rakyat merasa di tindas 
atau diperlakukan tidak adil. Secara penguasa danmasyarakat yang mengiginkan 
pergantian kekuasaan. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi sebagai 
akibat dan adanya perebutan kekuasaan. Dalam arti luas mencakup mencari, 
mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan (power) memiliki tiga 
dimensi, yaitu daya paksa (force), konflik politik tidak akan melibatkan berbagai  
hal yang ada dalam dimensi kekuasaan tersebut. Dalam teori kedaulatan, 
dijelaskan tentang alasan negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai 
kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk menggunakan daya paksanya kepada 
rakyat, sedangka teori legitimasi kekuasaan menjelaskan sumber yang mendasari 
kekuasaan seseorang sehingga diterima oleh rakyat. Konflik politik muncul 
kepermukaan ketika penguasa mengalami delegitemasi atau ketika daya paksa 
yang digunakan melampaui batas pemahaman masyarakat tentang kekuasaan.
22
 
Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan                                                         
pelaksanaan kebijakan umum. Proses politik berlangsung dari adanya artikulasi 
                                                          
21
Cholisin & Nasiwan . Dasar-Dasar Ilmu Politik . (Yogyakarta : Ombak, 2012) h.158 
22





dari masyarakat, kemudian diagregasikan untuk dimunculkan dalam tuntutan 
sebagai bagian dari input dalam proses politik. Jika memperoleh dukungan, 
tuntutan tersebut menjadi isu yang siap untuk di proses atau dirumuskan dalam 
kebijakan umum.mengingat kepentingan masyarakat berbeda beda perbedaan ini 
terkait dengan kebudayaan, lingkungan sosial, alam dan sebagainya tuntutan 




 Dalam mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Dalam 
demokrasi pluralistik, negara/pemerintahan merupakan wahana tempat terjadinya 
interaksi kepentingan bebrbagai kelompok dan penetapan keputusannya. 
Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan berbagai konflik karena setiap 
masyarakat mengiginkan agar tuntutan yang penting bagi dirinya terpenuhi.
24
 
1) Sumber Konflik Politik 
 Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari 
penguasa politik dan sejumlah oran yag dikuasai. Struktur ini menyebabkan 
bahwa konflik politik yang utama adalah anatara penguasa politik dan sejumlah 
orang yang menjadi obyek kekuasaan politik. Konflik yang hebat antara penguaa 
politik dengan rakyatnyan sendiri karena ketidakmaan dan ketidakmampuan 
penguasa politik memahami dan memebela kepentingan rakyat. Rakyat tidaklah 
patut disalahkan sebagai penyebab konflik politik. Hal itu perlu diperhatikan 
bahwa  konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan 
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posisi. Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk 
hidup semkain besar kemungkinan terjadinya konflik politik.
25
  
 Konflik politik juga dapat muncul kepermukaan pada dasarnya ada dua hal 
yaitu karena adanya kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Maksud 
dari kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara 
kultural, seperti uku bangsa, daerah, agama, dan ras dan majemuk secara sosial 
dalam arti perbedaan pekerjaan atau profesi seperti petani, buruh, pedagang , 
pengusaha, dan lain lain. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang 
terpolarisasikan menurut pemikiran kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.
26
  
2) Tipe Konflik  
Tipe konflik dikelompokkan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini meliputi 
konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif ialah 
yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat 
mekanisme penyelesaian konflik politik, yang biasanya disalurkan lewat 
mekanisme peneyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. 
Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai 
politik, badan-badab perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-
forum terbuka yang lain. Konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam 
eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara 
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3)  Penyelesaian Konflik 
 konsensus politik merupakan penyelesaian konflik politik secara damai. 
Dengan demikian penyelesaian konflik berhasil dicapai. Maswadi Rauh (2001: 
35-36) menyatakan bahwa penyelesaian konflik politik dapat dilakuakn dengan 
pemilu sebagai cara mencapai konsesnsus politik, dan pemungutan suara.  Pemilu 
sebagai cara mencapai konsensus politik, merupakan konsesnsus politik yang 
terjadi antara pihak-pihak yang terlibat konflik politik yang biasanya berjumlah 
banyak diselesaikan oleh rakyat melalui pemilu. Referendum yang merupakan  




 Musyawarah sebagai cara mencapai konsesnsus. Musyawarah dilakukan 
antara pihak-pihak yang terlibat konflik politik tanpa adanya mediator karena 
penyelesaian konflik politik tidak bisa ditentukan pihak lain tampa persetujuan 
pihak konflik. Jika terjadi konflik politik dalam masyarakat maka pihak yang 
terlibat dalam konflik, setelah berhasil merumuskan tuntutannya kepada 
pemerintah, mereka akan melakukan politisasi.
29
  
2. Resolusi Konflik 
Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang 
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas 
dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Resolusi konflik pada umumnya menangani 
akar persoalan dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih permanen 
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diantara para pihak. Pendekatan ini bukan hanya untuk penyelesaian konflik 
,melainkan juga mencapai resolusi dari berbagai akar persoalan.
30
 
 Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perubahan nilai-nilai 
kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Konflik 
dapat berupa segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau bersebrangan 
yang disebabkan beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk konflik dapat terjadi dari 
yang lunak hingga yang keras dan terbuka, yang sumbernya beragam dan pada 
umumnya berujuk pada dua dimensi yang meliputi dimensi yang fundamental 
(biasanya dipengaruhi aspek budaya dan ideologi, berhubungan dengan masalah 
identitas), dan dimensi instrumental (biasanya dipengaruhi aspek politik dan 
ekonomi dengan masalah instrumental ).
31
 
 Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
manusia, sebagai mahluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tampa manusia lain di 
sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan persinggungan 
atau pergesekan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seringpula menimbulkan 
konflik karna setiap orang pasti mengiginkan hajat hidupnya terpenuhi yang bisa 
saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit dihindarkan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan 
manusia mula sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.
32
 
Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:
33
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a) Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan 
melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga 
perdamaian yang netral.  
b) Peacemaking adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau 
merekonsiliasi sikap politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui 
mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-
pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan 
cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai 
penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk 
menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya 
menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai 
yang sedang berunding. 
c) Peacebuilding adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi 
sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. 
Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau the absence 
of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan 
adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik 
yang efektif. 
Terdapat dua bagian dalam penyelesain konflik yaitu sebagai berikut : 
1. Arbitrase  
Konflik merupakan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih 
dihadapkann pada perbedaan kepentingan. Sebuah konflik berubah atau 
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berkembang menjadi sebuah sengketa apabila para pihak yang merasa dirugikan 
telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya. Baik secara langsung 
kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pada pihak lain.
34
 
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun 
pada saat berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase 
sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 
705 Rbg tidak berlaku lagi. Adanya UU No. 30 Tahun 1999 telah berusaha 
mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun 
substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional. Seiring 
perkembangannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menemui beberapa 
permasalahan. Masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi 
putusan arbitrase. Dalam ruang lingkup internasional, putusan arbitrase 
internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, telah memperoleh eksekuatur dari Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
35
 
 Terlihat bahwa arbitrase itu adalah dipilih oleh pihak-pihak yang 
bersengketa setelah proses negosiasi dinyatakan gagal. Dua pihak menyerahkan 
persengketaan tersebut berdasarkan kontrak kepercayaan kepada badan arbitrase, 
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yang kemudian mengadakan sebuah rapat panel untuk mendengarkan masalah, 
keberatan, dan usulan penyelesaian konflik dari kedua belah pihak. Berdasarkan 
kontrak tersebut maka kedua pihak akan taat pada keputusan apapun yang akan 
diambil.
36
   
2. Adjudikasi 
Penyelesaian sengketa secara adjudikatif dibedakan menjadi dua, yaitu 
adjudikatif publik dan adjudikatif privat. Adjudikatif publik dilakuakn melalui 
institusi pengadilan negara. Pihak ketiga dalam hal ini bersifat involuntary karena 
hakimnya sudah disiapkan oleh pengadilan dan para pihak tidsk bias memilih dan 
menentukan sendiri hakimnya. Sedangkan adjudikatif privat biasanya dilakukan 
melalui arbitrase. Jika melihat dari dua jenis, maka penyelesaian sengketa pemilu 
ataupun kepala daerah termasuk jenis adjudikasi publik karena dilakukan melalui 
institusi negara, namun tidak peradilan murni ataupun dengan kata lain semi 
adjudikasi publik. Para pihak yang bersengketa dalam pemilihan kepala daerah 
adalah pasangan calon atau peserta pemilihan dan penyelengara pemilihan yaitu 
KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan para pihak ini menggunakan institusi 
negara dalam hal ini pengawas pemilihan yaitu bawaslu provinsi atau panwas 
kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketanya.
37
     
Proses penyelesaian sengketa dalam sistem ini, sangat sederhana. Apabila 
timbul sengketa : 
1. Para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melalui adjudication, 
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2. Berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang 
benar-benar profesional, 
3. Dalam kesepakatan itu, kudua belah pihak diberi kewenangan  
( authonty ) kepada adjudicator untuk mengambil keputusan  
( decision ) yang mengikat kepada kedua belah pihak  
( binding to each party )  
4. Sebelum mengambil keputusan, adjudicator dapat meminta informasi 
dari kedua belah pihak baik secara terpisah maupun secara bersama-
sama. 
Pola penyelesaian sengketa di Indonesia pada umunya menerapkan dua 
system penyelesaian dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan 
menggunakan jalur system adjudikasi melalui pengadilan dan arbitrase. System 
yang terakhir disebut seringkali dalam ilmu hokum dikenal dengan istilah 
“ligitasi” dan menggunakan jalur di luar pengadilan atau orang mengenalnya 
denga  istilah non adjukasi
38
   
 Dalam setiap sengketa atau adjudikasi yang terjadi dalam proses atau 
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengharuskan adanya struktur atau 
kelembaga penyelesai sengketa. Dengan demikian relevan pandangan pemerintah 
yang menyatakan sengketa yang terjadi antar peserta dan sengketa antara peserta 
dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya  keputusan KPU 
terlebih dahulu diselesaikan di Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota , 
kalau tidak diselesaikan maka yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
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keputusan KPU tadi bias mengajukan gugatan tertulis pengadilan tertinggi tata 
usaha Negara.
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A. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. 
Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian 
utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan 
mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat 
kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat 
hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh 
pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak 
lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung.
40
 
 Penelitian merupakan suatu kegiatan imiah, yang ditempuh melalui 
serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, keiatan penelitian 
diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap 
munculnya fenomena tertentu. Peneliti mengembangkan gagasannya kedalam 
kegiatan lainnya berupa listing berbagai alternantif metode penelitian untuk 
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B. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kantor  komisi pemilihan umum 
daerah  KPU  di kabupaten Bulukumba. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu : 
1. Observasi 
Observasi membantu kita untuk memahami dan berpartisipasi dalam 
dunia. Adalah lebih tepat mendiskusikan riset observasi dalam termasuk teknik-
teknik, bukan sekedar satu teknik, bukan sekedar satu teknik, “riset observasi bisa 
dipakai untuk mendapatkan data kuantitatif deskriptif tentang kejadian yang 
muncul dari perilaku atau peristiwa tertentu. Atau bisa membuat deskripsi 
kualitatif tentang perilaku atau kultur dari kelompok tertentu, institusi tertentu, 
atau komunitas tertentu”.42 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
peneliti turun kelapangan untuk memahami sebuah fenomena konflik menjelang 
maupun pasca pilkada tahun 2015 untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan 
terkait masalah konflik pilkada tersebut. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 
mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan , organisasi , motivasi, 
perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai 
(interviewee). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, 
                                                          
42





karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.
43
 Dalam penelitian ini 
menggunakan jenis wawancara terstruktur dimana wawancara tersebut dilakukan 
secara berencana dengan pedoman daftar pertanyaan. 
3. Dokumentasi  
Yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk 
tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan 
diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar 
mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan. Dalam 
penelitian ini dokumentasi di laksanakan di kantor KPU Kabupaten Bulukumba 
serta di rumah tokoh masyarakat.  
D. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer dikumpulkan dengan turun langsung ke lokasi penelitian lalu 
melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendaptkan informasi yang 
diinginkan.  Data primer merupakna sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau 
kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil 
pengujian (benda). Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data 
dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda( 
metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah lebih mencerminkan 
kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh 
peneliti sehingga unsue-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat 
                                                          





dihindari. Kekurangan data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama 
serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh yaitu dengan membaca buku, karya tulis 
ilmiah, dan berbagai literature-literature yang lainnya yang memiliki hubungan 
dengan tulisan ini.Seperti jurnal-jurnal yang ada di internet terkait masalah 
konflik dan kekerasan dalam pilkada. Data sekunder merupakan data penelitian 
yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa 
buku, catatn kaki, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara 
umum. Dengan kata lain cara berkunjung keperpustakaan,pusat kajian, pusat arsip 
atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data 
sekuder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian unuk 
mengklasifikasi permaslaahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit 
dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekuarangan dari data sekunder 
adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan 
dapat mempengaruhi hasil penelitian.
44
 
E. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai :  
1. Reduksi Data, Reduksi data atau pengelompokkan data berarti merangkum, 
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga 
data yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih jelas.
45
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2. Penyajian Data, Setelah melakukan reduksi data,maka langkah selanjutnya 
adalah mendisplaykan data .dengan mendisplaay data maka akan 
memudahkan untuk memahami apa yan terjadi.
46
 
3. Verifikasi Data, Langkah selanjutnya pada penelitian kualitatif adalah 
verifikasi data dan penarikan kesimpula. Kesimpulan aal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan bisa saja berubah jika tidsk dikemukakan bukti-
bukti yang kuat yang mendukung pada saat pengumpulan data berikutnya. 
Akan tetapi akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan diawal didukung 
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 
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PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Letak Wilayah 
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
Propinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan 
Kabupaten Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan 
Laut Flores, dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah 
Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 Km2 atau sekitar 2,5% dari luas wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif, terbagi dalam 10 kecamatan, 
dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 99 Desa. pertanian adalah merupakan salah 
satu potensi unggulan yang memberikan konstribusi paling besar terhadap 
perekonomian Kabupaten Bulukumba. Tanaman pangan yang potensial adalah 
tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat.
47
 
Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 % berada pada ketinggian 0 
sampai 1000 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah 
umumnya 0-40
0
. terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah 
seluas 23.365 Ha, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Dengan curah 
hujan rata-rata 230 mm per bulan dan rata-rata hujan 11 hari per bulan. Kabupaten 
Bulukumba terletak di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 
153 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, dan terletak antara 
05
020’-05040’ lintang selatan dan 119058’-120028’ bujur timur. Berbatasan 
                                                          





dengan Kabupaten Sinjai di Sebelah Utara, Sebelah timur dengan Teluk Bone, 
Sebelah Selatan dengan Laut Flores, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten 
Bantaeng. Selain tanaman padi terdapat tanaman bahan pangan lainnya seperti 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang ijo, dan kedelai. Selain tanaman 
pangan, terdapat pula tanaman holtikultura yang mempunyai potensi besar guna 
meningkatkan pendapatan petani. Tanaman hortikultura yang utama seperti: 
durian, rambutan, duku, langsat, mangga, manggis, petai, pisang, nangka, alpukat, 
nanas, salak, pepaya, sukun, jambu biji, jambu air, jeruk siam, cabe, lombok, 
tomat, terong, ketimun, kacang panjang.
48
 
b. Letak Geografis 
Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 
5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. 
Batas-batas wilayahnya adalah: 
 Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai 
 Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar 
 Sebelah Timur: Teluk Bone 
 Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng. 
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C 
– 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan 
dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim 








diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di 
Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.
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c. Kondisi demografis 
Demografis adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan  manusia. 
Demografi meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana 
jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta 
penuaan. Dengan  luas wilayah  sekitar 1.154,7 Km2 atau sekitar 2,5% dari luas 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan, dan terbagi 
kedalam 27 kelurahan dan 99 Desa Kbupaten Bulukumba juga mempunyai 
kepadatan penduduk. Berikut jumlah penduduk di kabupaten Bulukumba menurut 
badan pusat statistik Bulukumba pada tahun 2016 : 
Tabel 0.2 




NO. Kabupaten Bulukumba 
( Kecmatan ) 
Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 
2016 
1. Gantarang 74 582 
2. Ujung Bulu 53 764 
3. Ujung Loe 41 397 
4. Bontabahari 25 233 
5. Bontotiro 21 916 
6. Herlang 24 560 
7. Kajang 48 635 









8. Bulukumpa 52 259 
9. Rilau ale’ 39 775 
10. Kindang 31 108 
 
d. Sejarah singkat Kabupaten Bulukumba51 
Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam 
bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti 
"masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali 
muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan 
besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang 
bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, 
mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan 
masing-masing. 
Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan 
barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan 
Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah 
bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng 
Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. 
Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam 
bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu 
mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah 
nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. 







Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya 
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah 
Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. 
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), 
maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 
4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. 
Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II 
setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD 
Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan 
pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. 
e. Slogan Kabupaten Bulukumba52 
Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa 
moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika 
bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang 
sipahua." Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis 
– Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk 
mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi 
terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan 
akhirat. 






Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan 
"Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 
dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai 
moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta 
memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat 
Bulukumba. "Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang 
berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung 
dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan 
keagamaan. 
f. Pijakan sejarah 
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang 
mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap 
kolonial Belanda dan Jepangmenjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indon
esia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar 
brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal 
dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang 
gelombang dan badai untuk merebut cita–cita kemerdekaan sebagai wujud 













g. Pijakan kebudayaan 
Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah    
"legenda modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri 
budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, 
pajala, maupun jenis lepa–lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba 
di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek 
yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.
54
 
h. Pijakan Keagamaan 
Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan 
ajaran agama Islam sejak awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 
M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau 
Sumatera yang masing–masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang 
(Makassar) dan Dato Pattimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang 
berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan 
menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, 
selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan 
Allah SWT). Selain itu Terdapat Mesjid tertua ketiga di Sulawesi Selatan yang 
dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di Kecamatan Bontotiro. 














i. Lambang daerah Kabupaten Bulukumba56 
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor: 13 
Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan 
makna sebagai berikut: 
1. Perisai persegi lima 
 Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh 
memertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. 
2. Padi dan Jagung 
 Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok 
masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir melambangkan tanggal 17 
sebagai kemerdekaan RI. Daun jagung sejumlah delapan menandakan bulan 
agustus sebagai bulan kemerdekaan RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan 
buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 adalah sebagai tahun 
kemerdekaan RI. 
3. Perahu Phinisi 
 Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba yang 
dikenal sebagai “Butta Panrita Lopi”  atau daerah bermukimnya orang yang ahli 
dalam membuat perahu. 
4. Layar perahu phinisi berjumlah 7 buah 
 Melambangkan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Bulukumba. 
Tapi sekarang sudah dimekarkan dari 7 menjadi 10 kecamatan. 







5. Tulisan aksara lontara  di sisi perahu “mali siparappe tallang sipahua” 
 Mencerminkan perpaduan dari dua dialek bugis-konjo yang 
melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di kabupaten 
Bulukumba. 
6. Dasar Biru 
 Mencerminkan bahwa daerah kabupaten Bulukumba merupakan daerah 
maritim.  
j. Kecamatan57 
Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan 
(Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-
Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita 
lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan  
Ke-10 kecamatan tersebut adalah: 
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 
2. Kecamatan Gantarang 
3. Kecamatan Kindang 
4. Kecamatan Rilau Ale' 
5. Kecamatan Bulukumpa 
6. Kecamatan Ujungloe 
7. Kecamatan Bontobahari 
8. Kecamatan Bontotiro 







9. Kecamatan Kajang 
10. Kecamatan Herlang 
Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir 
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan 
Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 
Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 
Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan 
perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan 
Bulukumpa. 
  Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba 
nomor : 64/KPTS/KPU-Kab-025.433243/2015 tentang penetapan pasangan calon 
usulan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon 
perseorangan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bulukumba tahun 
2015 memutuskan kepusan komisi pemilihan umum kabupaten bulukumba 
tentang penetapan paangan calon usulan partai politik atau gabungan partai politik 
dan pasangan calon perseorangan sebagai peserta pilkada 2015. Berdasarkan 
berita acara no. 89/BA/VIII2015 tertanggal 24 agustus 2015 tentang rapat pleno 
penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Buluk 
umba Tahun 2015 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 
2015. Perlu menetapkan pasangan calon usulan partai atau gabungan partai politik 
dan pasangan calon perseorangan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil 



















A. Sukri A. Sappewali dan 
Tommy Satria Yulianto, S.IP 
Nasdem, Demokrat, dan 
Gerindra 
2. 
Ir. H. Masykur A. Sultan, Ms 
H. A. Edy Manaf 
 
PBB, PAN , dan PKB 
3. 
Hj. Jumriana Salikki, SE dan 




Abdul Kahas Muslim, S.Hi dan 
Andi Sabri Mustari 
Golkar dan Partai keadilan 
Sejahtera 
5. 
H. Askar HL, SE dan 
H. Nawawi Burhan , Bsc SE 
 
PDI, Hanura dan PPP 
 
 Tabel diatas merupakan daftar pasangan calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah Kabupaten Bulukumba yang telah terdaftar serta beberapa partai 
pengusung pasangan calon pada pilkada serentak tahun 2015  yang siap untuk 
berkompetisi dan memberi dukungan kepada para calon yang telah mereka 
usulkan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kelima paslon ini 
akan bertarung dalam kompetisi demokrasi dan berusaha untuk mendapat suara 
terbanyak demi menduduki suatu jabatan tertinggi di daerah Kabupaten 
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Bulukumba. Pilkada di Kabupaten Bulukumba melibatkan 5 pasangan calon yang 
akan bertarung dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan secara serentak. Dari 
kelima calon ini ada dua pasangan calon yang  mendominasi jalannya pilkada di 
Kabupaten Bulukumba yakni pasangan no, urut 1 Sukri-tommy dan paslon no. 
urut 5 Askar-Nawawi. Disebut mendominasi karena kedua paslon ini saling 
terlibat dalam konflik sebelum dan sesudah pilkada. 
B. Gambaran konflik menjelang dan pasca pilkada  
1. Konflik Menjelang Pilkada 
Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering 
disebut dengan pemilukada, baik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 
maupun pemilihan bupati/ wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota merupakan 
perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. 
Pemilukada langsung tersebut, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk 
menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom, 
sebagaimana rakyat memilih presiden dan wakil presiden (eksekutif), dan anggota 
DPD, DPR, dan DPRD (legislatif).  
Dengan demikian pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada secara 
serentak yang diselenggarakan tahun 2015 yang lalu diwarnai beberapa konflik di 
dalamnya baik konflik antar elit lokal maupun para pendukung pasangan calon 
tersebut. Hal ini menyebabkan perseteruan antara para massa pendukung calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda pendapat bahkan skonflik 
tersebut di barengi dengan kekerasan seperti tawuran dan lain sebagainya. Konflik 
seperti ini sudah seringkali terjadi tetapi yang paling parah pada pilkada serentak 





calon yang pernah berseteru di pilkada sebelumnya pada tahun 2010 yaitu Askar 
dan Syukri. Kedua paslon ini memang sering bersaing untuk menduduki jabatan 
tertinggi di butta panrita lopi Kabupaten Bulukumba khusunya di kecamatan 
gantarang dan kindang dimana pada saat itu Sukri lebih unggul dalam perolehan 
suara pada tahun 2010.   
 Konflik yang terjadi sebelum pilkada ini disebabkan karena adanya massa 
dari kedua calon yaitu paslon no. urut 1 dan paslon no. urut 5 yang terlibat konflik 
saat kampanye berlangsung pada tanggal 10 November 2015 yang bertempat di 
Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Persoalan ini 
dipicu karena salah satu massa pendukung mencopot baliho pasangan lawan 
menjelang kampanye sehingga berujung dengan konflik bahkan kekerasan. 
Kejadian seperti tidak pertama kalinya terjadi,  pada tahun 2010 massa kedua 
kandidat ini terlibat bentrok dan tidak sampai disitu konflik ini berlanjut pada 
pilkada serentak tahun 2015 dimana ketika Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Bulukumba mengumumkan kemenangan paslon Syukri-Tommy 
sebagai pemenang. Namun paslon Askar-Nawawi tidak menerima akan hal itu 
karena mereka curiga adanya kecurangan saat pemungutan suara dimana Askar ini 
menuntut beberapa peti suara yang tidak sampai ke KPU di beberapa kecamatan. 
Berbagai macam konflik pun terjadi menjelang pilkada serentak ini seperti 
halnya diantaranya koflik antar kandidat ataupun konflik massa para pendukung 
bakal calon kepala daerah. Koflik seperti ini seringkali terjadi pada saat menjelang 





terjadinya konflik antar pendukung bakal pasangan calon. Seperti yang dikatakan 
H.A. Azikin Pattedduri Ketua KPU Kabupaten Bulukumba : 
“Yang namanya konflik politik itu pasti ada karena partai politik itu 
orientasinya akan menang, kalau dia menggunakan cara hal-hal di luar 
ketentuan pasti akan terjadi hal yang tidak di inginkan ketika konflik itu 
ada kita dari KPU berusaha untuk menegakkan aturan, bukan karena 
penyelenggara pilkada ini yang menciptakan konflik tapi massa para 
calon itu sendiri”.59 
 
 Berdasarkan pernyataan diatas bahwa tidak selamanya penyelenggara 
pemilihan umum kepala daerah yang membuat atau memicu terjadinya konflik 
tetapi para pendukung massa paslon lah yang seringkali menyalah artikan atau 
salah paham terhadap pihak penyelenggara pemilu tersebut sehingga terjadilah 
hal-hal yang tidak di iginkan, dan hal seperti ini menjadi potensi konflik pada 
pilkada khususnya di Kabupaten Bulukumba. Sesuai argumen diatas Hasanuddin 
Salasa mengemukakan bahwa : 
“Konflik yang terjadi pada menjelang pilkada tahun kemarin itu ada dua 
yaitu konflik karena penafsiran dan konflik fisik, tapi kan dua ini satu 
rangkaian  karena penafsiran pokok tugas kita maka berhubung pada 
konflik fisik , KPU itu pekerja undang-undang dan KPU kabupaten tidak 
punya hak menafsirkan undang undang tapi dia langsung melaksanakan 
perintah undang-undang dalam proses itu peserta pemilu biasanya tidak 
puas karena peserta pemilu cuma mempunyai satu tujuan yaitu menang 
bagaimanapun caranya itulah kenapa KPU itu mengedepankan integritas 
dan tidak berpihak”.60 
   
 Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan dalam rumusan 
lain dapat di kemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa di perlakukan 
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tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak 
lain. Dengan kata lain perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan 
horizontal merupakan kondisi yang harus ada (necessary condition) bagi 
timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai 
(sufficient condition) untuk menimbulkan konflik.
61
 Konflik sebelum Pemilukada 
adalah konflik yang terjadi sebelum dilaksanakannya proses pemilihan umum, 
konflik diakibatkan oleh kampanye yang dilakukan oleh parpol/kandidat, bahkan 
oleh tim sukses pasangan yang ikut bertarung dalam Pemilukada tersebut. 
Masyarakat mulai dikotak-kotakkan menjadi berbagai bagian, akhirnya terciptalah 
serta masih banyak lagi konflik yang diakibatkan oleh beradunya kepentingan 
antar peserta, parpol, suku, agama, dan ras dari masyarakat. Jenis konflik yang 
terjadi pada pilkada serentak tahunn 2015 di Kabupaten Bulukumba khususnya di 
Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang adalah konflik horizontal dimana 
konflik tersebut melibatkan masyarakat atau massa pendukung kedua paslon. 
Sehubungan dengan konflik tersebut Abdul Kaab Hashar selaku anggota DPR 
mengemukakan pendapatnya : 
“Konflik sebelum menjelang  pada pilkada ini tentunya yang banyak 
terjadi di kalangan masyarakat adalah money politic tetapi tentunya tidak 
terpengaruh kepada masyarakat memang betul- betul masyarakat di tahun 
2015 memilih figur dan figur yang dia pilih adalah yang terpilih pada saat 
ini dan pemilu ini lah yang membuat masyarakat Bulukumba perlu belajar 
bahwa visi misi bupati yang di tawarkan kepada  seluruh masyarakat ada 
yang tahu persis atau tidak sehingga pemerintajan ini perlu di kawal 
kebijakan atau pengawalan yang di lakukan oleh pihak legislatif.
62”  
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Sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004, mengenai pemilukada 
yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan banyak persoalan 
yang dipahami sebagai sengketa pilkada, diantaranya waktu yang sangat panjang, 
sehingga sangat menguras  tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar 
baik dari segi politik isu perpecahan internal parpol, isu tentang money politic, isu 
kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara yang melibatkan instansi resmi 
sosial  maupun financial. 
Persoalan konflik  pilkada ini memang sudah menjadi bumbu-bumbu pesta 
demokrasi di Indonesia ketika yang kalah menuntut penyelenggara pemilu 
melakukan kecurangan dalam penghitungan suara ataupun sebagainya tetapi pihak 
penyelenggara tersebut selalu berusaha senetral mungkin dan tidak berpihak 
kepada salah satu  pasangan calon karena mengigat bahwa dirinya sebagai 
penyelenggara yang pastinya tidak memihak dan bersifat adil. Seperti yang di 
kemukakan oleh Ibu Amsar salah satu anggota KPU Kabupaten Bulukumba: 
“KPU itu memiliki sifat yang independen dan karna itulah mereka 
gampang di gugat, kadang terjadi memang kesalahan-kesalahan 
mengartikan instruksi maupun kesalahan kelalaian sekecil apapun itu, itu 
akan menjadi pintu masuk para peserta pemilu untuk melakukan gugatan 
terutama yang kalah, selain itu yang independen adalah DKPP bahwa 
bahwa mereka ini yang mengawasi kita dalam aspek etik da jika ada yang 
melanggar memang kita terkena sanksi bahkan sampai ke pemecatan tapi 
prinsip kita sebagai penyelenggara tidak bias kita hindari hal yang seperti 
itu pasti akan terjadi yang namanya konflik”.63  
 
Konflik elit dapat di pahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor 
penyebab, motif dan kepentingan politiknya. Dari segi pengertiannya, konflik di 
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artikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatau-kekuatan politik yang 
memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar.  Pengertian 
konflik disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik kelompok dan 
individu yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak 
sejalan. Sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya  menunjukkan adanya 
perbedaan kepentingan karena itu kepentingan dapat di gunakan sebagai cara 
untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan.
64
 
Dan seperti itulah yang terjadi pada pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba 
konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari berbagai massa atau 
pendukukung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Konflik 
seperti ini memang seringkali terjadi jika kita melihat kebelakang pilkada tahun 
2010 pun di warnai banyak konflik yang melibatkan tiga pasangan calon yang 
saling gugat hingga akhirnya di adakan putaran kedua pada waktu itu karna 
perolehan suara  kedua calon ini sama. 
 Dalam setiap kasus konflik, pihak-pihak yang terlibat biasanya membuat 
perhitungan untung dan rugi. Maksudnya, untuk memaksimalkan perolehan dan 
meminimalkan resiko yang akan terjadi. Artinya setiap pihak berusaha untuk 
mendapatkan sebanyak mungkin sumber-sumber tetapi dengan kerugian sekecil 
mungkin. Yang terakhir ini sesungguhnya menjadi motif atau tujuan 
mempertahankan sumber yang selama ini dikuasai.
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“Perseteruan konflik yang terjadi pada pilkada ini saya kira ini lanjutan 
kasus dari tahun sebelumnya dimana ada dua calon yang telah 
berkompetisi sebelumnya pada tahun 2010 lalu yaitu Syukri dan Askar 
,kan pada saat itu Askar kalah perolehan suara dari Syukri tetapi karna 
adanya putaran kedua maka Askar ini memberikan suaranya pada 
Zainuddin sehingga Syukri tersebut kalah jadi menurut saya ini bisa 
disebut sebagai perseteruan lanjutan antara kedua belah pihak.”66 
 
 Perlu digaris bawahi dari argumen diatas dengan kata “perseteruan 
lanjutan”, ternyata sebagian masyarakat masih ada yang menyimpulkan tentang 
konflik pilkada ini merupakan perseturuan lanjutan dari Askar dan Syukri pada 
pilkada tahun 2010 yang lalu. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kedua 
calon memang sering terlibat konflik politik antar elit lokal maupun para 
pendukung kedua belah pihak di kancah perpolitikan daerah kabupaten 
bulukumba.   
Pemilukada memang tidak bisa terlepas dari yang namaya  konflik politik 
karna keduanya saling berkaitan, keterkaitan keduanya memang sangat erat 
dengan konflik inilah sebagian orang menyalah artikan dalam hal yang negatif 
sebagian dari mereka berpendapat bahwa pemilu hanya bisa memecah belah 
masyarakat sehingga terjadi konflik bahkan kekerasan padahal yang membuat 
konflik itu bukan pemilu maupun penyelenggara tetapi masyarakat itu sendiri. 
Seperti halnya politik uang,   Konflik politik menjelang pilkada pada tahun 2015 
yang lalu kebanyakan adalah money politic atau politik uang. Tidak sedikit paslon 
yang melakukan hal seperti ini dengan menjadikan uang untuk membeli suara hal 
yang seperti inilah yang bisa jadi pemicu konflik antar pendukung bahkan tidak 
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sedikit yang terlibat kekerasan. Aswar Cua selaku anggota KPU mengemukakan 
pendapatnya : 
“Sebenarnya konflik ini  terjadi karna kecurangan dalam tanda kutip yang 
di lakukan oleh penyelenggara walaupun mekanisme penyelesaiannya ada 
kemungknian potensi lain adalah antar peserta pemilu dan kadang juga 
mereka berkonflik bawaannya ke penyelengara contoh pemasangan baliho 
sapnduk atau alat-alat kampanye terjadi pengrusakan oleh tim A 
kemudian yang melakukan misalnya adalah tim B larinya ke KPU padahal 
sudah diatur oleh aturan dan pelanggar ini membuat potensi masalah 
larinya ke KPU padahal sesungguhnya pengawasan itu ada itu Bawaslu 
ini karna masyarakat menganggap semuanya yang bertanggung jawab 
adalah KPU.”67 
 
Konflik yang terjadi di Kabupaten Bulukumba pada pemilukada serentak 
tahun 2015 baik antar para kandidat maupun massa para pendukung paslon dapat 
diselesaikan oleh mediator yang berwewenang untuk menyelesaikan konflik, 
contohnya lembaga KPU, Kepolisian, dan Mahkamah Konstitusi. Mediasi sangat 
berperan dalam menentukan nasib dari pemerintahan daerah. Selain itu salah satu 
pokok permasalahan adalah hasil rekapiulasi suara dimana perolehan suara paslon 
yang menggugat tidak sesuai target yang  telah direncanakan sebelumnya 
sehingga mereka protes kepada penyelenggara pemilu karena ketidakpuasan 
mereka dalam menerima kekalahan pada gelaran pemilihan umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah  Kabupaten Bulukumba yang diselenggarakan secara 
serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2015 di  beberapa daerah di Indonesia.    
Adapun hasil rekapitulasi real/count Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah Kabupaten 
Bulukumba tahun 2015 dimana selisih suara Syukri-Tommy dan Askar-Nawawi 
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memang tidak jauh beda untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil 
rekapitulasi suara di bawah ini  
Tabel 0.4 




No. Nama Calon Hasil Real Count % 
1. Sukri – Tommy 28,30 
2. Kahar – Sabri 23,56 
3. Jumrana – Salikki 7,35 
4. Maskur – Edi 14,79 
5. Askar – Nawawi 25,83 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan suara pasangan 
Sukri Tommy dan Askar Nawawi ini  memang tidak beda jauh kedua paslon ini 
memang sangatlah mendominasi dalam pilkada serentak tahun 2015 mengingat 
keduanya mempunyai hasrat dan motivasi yang sangat tinggi  untuk 
memenangkan pilkada dan  untuk membangun bulukumba dalam lima tahun 
kedepan. Namun perolehan suara Syukri- Tommy berhasil unggul tipis pada 
pesaing terdekatnya yaitu Askar-Nawawi yang berada di posisi kedua perolehan 
suara terbanyak setelah Syukri. Namun keputusan ini tidak  di terima  oleh Askar 
karna menganggap KPU melakukan kecurangan dan membawa masalah ini 
sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa di pungkiri setiap pemilu sebagian 
besar berakhir dengan konflik ataupun sengketa dimana paslon yang kalah tidak 
menerima kekalahannya dan membawa masalah ini ke jalur hukum untuk segera 
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di proses, seperti yang terjadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba 
dimana pasangan Askar-Nawawi ini menggugat KPU saat setelah penghitungan 
suara dan melaporkan berbagai pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan yang 
terjadi diantaranya adalah data pemilih . 
Hasanuddin Salasa Berpendapat bahwa : 
“Potensi yang paling besar pada pilkada itu sebenarnya adalah soal data 
pemilih dan sampai hari ini itu data pemilih belum bersih betul kenapa 
karna data pemilih ini tidak di prodak oleh KPU data pemilih itu di 
prodak oleh pemerintah capil kabupaten kota yang di dorong ke 
kemendagri namanya Dp4 lalu di kirim ke KPU RI selanjutnya 
menurunkan ke KPU kabupaten kota, masalahnya adalah biasa tidak 
sesuai kondisi lapangan dengan data yang kita pegang maka efeknya 
adalah terjadinya banyak nama pemilih yang tidak ada di tempat itu pada 
sisi lain kami tidak punya hak untuk mencoret itu orang yang di anggap 
tidak ada harus jelas  kecuali dia sudah meninggal.” 69 
  
Ini juga merupakan suatu hambatan pada saat pilkada, kebanyakan data 
pemilih itu biasanya ada beberapa yang tidak ada dan membuat sebagian 
masyarakat tidak bisa ikut dalam pemilihan. Tetapi di sebagian desa ataupun 
kelurahan masyarakat yang tidak memilki data pemilih tetapi tetap ikut dalam 
pemilihan umum dalam tanda kutip ingin melakukan kecurangan demi calon yang 
mereka dukung , masalah seperti ini biasanya menjadi pokok permasalahan 
terjadinya konflik pilkada di beberapa desa atau kelurahan, masalah seperti inilah 
yang sering dikeluhkan oleh KPU dan seharusnya panwaslu ini harus lebih tegas 
lagi mengawasi pemilu ini agar kejadian seperti ini tidak lagi terjadi agar tidak 
menimbulkan konflik dan perseteruan kepada antar  masyarakat setempat. Seperti 
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yang dikatakan tadi oleh bapak Hasanuddin bahwa salah satu potensi terjadinya 
konflik ini karna di sebabkan oleh data pemilih yang bermaslah. 
Sebagaimana yang telah di kemukakan sebelumnya, data pemilih dan 
daftar pemilih adalah merupakan masalah krusial dalam penyelenggara pemilu 
baik pada pemilu legislatif/pilpres maupun pilkada di masa lalu. Ketidakakuratan 
data pemilih, sering menimbulkan maslaah yang berakibat timbulnya gejolak dan 
konflik. Oleh karena itu , guna mencegah terjadinya hal semacam itu pada pemilu 
yang akan dating, perlu di lakukan upaya sungguh-sungguh agar dapat di hasilkan 
data pemilih yang akurat, sehingga dapat menjamin setiap warga Negara 
Indonesia yang telah memenuhu persyaratan sebagai pemilih, dapat menggunakan 
hak pilihnya dengan baik. 
70
    
Berkaitan dengan masalah ini pasall 177A berbunyi : setiap warga Negara 
yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar 
pemilih sebagaimana dimaksud damapasal 58, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat  dan paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling sedikit 12 
juta dan paing banyak 72 juta rupiah. Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat di lakukan oleh penyelenggara pemilihan dan atau saksi 
pasangan calon pidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat 1  ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimunnya.
71
 
Penyebab konflik menjelang dan pasca pilkada itu biasanya bermacam 
macam seperti konflik yang di timbulkan oleh berbagai pihak diantaranya peserta 
pemilu tersebut ataupun oknum-oknum tertentu yang sengaja memutar balikkan 
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fakta akhirnya terjadi lah hal-hal yang tidak di inginkan. Penyebab konflik dalam 
pilkada tidak bisa kita pungkiri dan mau ataupun tidak semuanya pasti di lalui 
setiap penyelenggaraan pemilu dilangsungkan. Meskipun sudah  ada undang-
undang yamg mengatur semua itu tetapi masih banyak masyarakat ataupun 
peserta pemilu yang seringkali terlibat dala masalah penyebab konflik tersebut.  
 Pada dasarnya konflik politik di sebabkan oleh dua hal. Konflik politik itu 
mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Yang di maksud 
dengan kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara 
kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras dan majemuk secara sosial 
dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedangang 
pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan 
cendekiawan, dan dalam arti perbedaan tempat tinggal seperti desa dan kota. 
Sedangkan kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan 
menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan 
vertikal dapat  menimbulkan konflik sebab sebagian masyarakat besar yang tidak 
memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan 
memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang 
mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, 
pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya 
konflik politik.
72
 Dalam hal ini azikin pattedduri megemukakan pendapatnya 
tentang penyebab konflik tersebut : 
“Penyebab konflik itu sebenarnya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang 
ikut berkompetisi yang tidak berani kalah  tetapi ingin menang dia Cuma 
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mau menang saja tidak bersiap untuk kalah dan itu terjadi, padahal dalam 
berkompetisi kan tidak banyak pemenangnya kalau misalnya pemilihan 
bupati kalau lima berkompetisi pemenangna itu satu  nah yang lain itu 
kalau dia merasa misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, 
bagi kami ini bisa di adili misalnya di mahkamah kitayaitu dewan 
kehormatan dan bisa di badan-badan hokum yang ada dan menurut kami 
kalau itu terjadi wajar saja namanya juga kompetisi politik yah pasti ada 
saja penyebab konflik itu.”73 
 
Seperti yang telah di kemukakan oleh bapak Azikin diatas bahwa salah 
satu penyebab konflik itu karna adanya pihak tertentu yang ikut berkompetisi ini 
tidak mau menerima kekalahan sehingga berpotensi untuk timbulnya 
permasalahan dalam pilkada ini khususnya di Kabupaten Bulukumba. Kejadian 
seperti ini memang sudah sangat sering terjadi di pesta demokrasi yang di gelar 5 
tahun sekali karena ke egoisan para peserta pemilu yang kalah maka terjadi 
sengketa pemilu terutama mereka yang kalah akan selalu ngotot untuk melakukan 
berbagai hal yang negatif agar supaya ia menang. 
 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota 
DPR, DPD dan DPRD, telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang 
terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Warga Negara Indonesia yang 
mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, peserta pemilu, dapat menymapaikan 
laporan pelanggaran dalam pemilu kepada Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu 
kabupaten kota, panwaslu kecamatan atau sebutan lain, pengawas pemilu 
lapangan baik secara lisan ataupun tertulis. Laporan dimaksud  meyebutkan antara 
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Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulukumba 
menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak. Total hak suara 
yang ditetapkan KPU Kabupaten Bulukumba sebanyak sebanyak 365.990. Jumlah 
ini naik 35.096 dari DPT pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014 sebanyak 
330.894. Dpt terbanyak di Kecamatan Gantarang yang mencapai 69.292 DPT. 
Pada Pileg tahun 2014 jumlah DPT di Gantarang hanya 61.567 DPT. Lihat data 
DPT di bagian bawah berita ini. DPT tertinggi kedua adalah Kecamatan 
Bulukumpa sebesar 45.898. Disusul Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 40.028 
DPT. Berikut daftar total dan rincian DPT 10 kecamatan di Kabupaten 




Daftar rincian DPT pada pileg 2014 dan pilkada 2015 
No. Kecamatan Pileg 2014 Pilkada 2015 
1. Gantarang 61.567 69.292 
2. Bonto Bahari 20.277 23.692 
3. Bonto Tiro 22.412 22.595 
4. Herlang 22.851 23.471 
5. Kajang 38.803 42.036 
7. Bulukumpa 42.689 45.898 
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8. Kindang 25.670 27.732 
9. Ujung loe 30.403 35.351 
10. Rilau Ale 32.000 36.255 
 
Banyaknya total daftar pemilih pada pilkada serentak tahun 2015 
merupakan  salah satu penyebab konflik dalam pilkada pasalnya dengan 
banyaknya pemilih ini di manfaatkan berbagai kalangan untuk berbuat kecurangan 
misalnya DPT ganda, daftar pemilih tetap atau DPT ini merupakan salah satu 
bukti paslpon Askar-Nawawi sebagai salah satu pelanggaran atau kecurangan 
yang di lakukan oleh  pihak pemenang. Askar pun membawa masalah ini sebagai 
salah satu bukti pelanggaran  pada saat pemilu sehingga dirinya kalah. Abdul 
Kaab bependapat bahwa : 
“Salah satu penyebab konflik adalah karna di picu oleh tiga hal yaitu 
suasana yang di ciptakan oleh para kandidat kepala daerah dan di 
biarkan oleh penyelenggara, aturan yang tidak jelas dan tegas, serta 
pelaksaan yang tidak konsisten. Dengan kata lain bahwa Abdul kaab 
mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi mulai tahapan hingga 
pemungutan suara adalah kesalahan dari pengawas pemilu. Masalah 
daftar pemilih tetap (DPT) timbul karena ketidakapikan penyelenggara 
dalam menyusun dan mentabulasikan data, oleh karena itu dia menilai 
bahwa yang perlu di benahi dalam pelaksanaan pilkada agar 
pelaksanannya berjalan aman adalah dari sisi peraturan yang jelas, 
kompetensi dan konsistensi dari penyelenggara dan pengawas pilkada.”76  
 
Pendapat diatas dapat dilihat bahwa salah satu penyebab konflik itu karena 
ketidakapikan penyelenggara dalam menyusun dan mentabulasikan data, ini 
merupakan salah satu kendala yang di harus di benahi oleh pihak penyelenggara 
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pemilihan umum kepala daerah mendatang agar tidak lagi terjadi konflik karena 
masalah daftar pemilh tetap (DPT). 
2. Konflik Pasca Pilkada  
Sebelumnya kita sudah membahas tentang beragam konflik yang terjadi 
menjelang pilkada diantaranya money politic, konflik antar pendukung para 
paslon dan ketidak akuratan data pemilih. Maka selanjutnya akan di bahas tentang 
konflik setelah pilkada, setelah pilkada telah usai bukan berarti semuanya telah 
selesai namun kebanyakan saat setelah pilkada timbul lah berbagai konflik baru 
diantaranya sengketa atau gugatan paslon yang tidak menerima kekalahan, 
bermacam macam gugatan yang di ajukan ke pihak penyelenggara , pengawas 
pemilu, bahkan masalah ini bisa berlanjut ke mahkamah konstitusi (MK) untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Pokok permaslaahan biasanya karena 
pemungutan suara dan kebanyakan paslon ini ketika pemungatan suara telah 
selesai dan tidak sesuai target ataupun harapan maka mereka biasanya menggugat 
KPU dan menuding melakukan kecurangan dalam real count atau hitung cepat 
pada pilkada. Paslon yang bersengketa harus mempersiapkan berbagai macam 
bukti pelanggaran dan mempersiapkan saksi untuk menggugat pihak yang di 
kiranya berpihak dan tidak netral, namun sebelum mereka melakukan hal yang 
lebih besar misalkan membawa maslaah ini ke MK maka mereka yang menggugat 
harus mempersiapkan saksi kuasa hukum dan membawa berbagai bukti 






Konflik pun berlanjut setelah pilkada dimana saat setelah di umumkan 
kemenangan paslon no. urut 1 pada tanggal 25 desember 2015 memicu terjadinya 
bentrok atau tawuran yang terjadi antara kedua belah pihak atau massa para 
pendukung paslon dimana pada saat itu massa pendukung paslon no. 1 pawai arak 
arakan dengan merayakan kemenangan mereka akan tetapi masa pendukung 
paslon no. 5 tidak menerima kekalahannya karena curiga adanya kecurangan, 
dengan hal ini mereka pun  melempari pendukung paslon no. 1 dengan batu saat 
melakukan pawai di jl. Samratulangi Kabupaten Bulukumba. Kejadian ini 
menelan beberapa korban jiwa yang terluka terkena lemparan batu. 
Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta 
pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. 
Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara Nasional adalah 




 Akan tetapi kadangkala suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan 
pemerintah tidak bisa menyelesaikan konflik secara tuntas karena sebagian  pihak 
tetap tidak puas atas keputusan yang di buat pemerintah sehingga tuntutan dan 
konflik terus menerus di lanjutkan atau di muli dari awal lagi.
78
 Kejadian konflik 
seperti peserta pemilu dan KPU ini memang seringkali terjadi terutama di 
kabupaten bulukumba jika kita melihat kebelakang pemilu sebelumnya pada 
tahun 2010 juga menuai konflik yang hampir sama dengan tahun 2015. H.A. 
Azikin Pattedduri mengatakan : 
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“Pasca pemilihan umum itu terjadi kadang-kadang dia merasa bahwa 
Disuatu wilayah misalnya dia menang tetapi nyatanya kalah kan ada itu 
yang dia beri keyakinan semacam survey bahwa di daerah ini harus 
menang tetapi setelah kenyatannya kalah,  dalam hal ini masyarakat ini 
harus di arahkan untuk tetap berfikiran yang terbebas dari tekanan 
sehingga ketika dia masuk di bilik suara tidak ada yang difikirkan kecuali 
bahwa dia berfikir bahwa orang yang mereka pilih atau figure yang 
mereka pilih adalah orang bisa yang membawa aspirasi saya. Dan pasca 
pemilihan itulah muncul konflik-konflik karna itu tadi merasa dia menag 
padahal kenyatannya dia kalah”.79 
 
Pernyataan bapak Azikin Pattedduri meenunjukkan bahwa konflik yang 
terjadi setelah pilkada itu karna adanya pasangan calon yang tidak mau kalah dia 
hanya ingin memenangkan pilkada tersebut hal-hal seperti ini yang sering kali jadi 
pemicu konflik antar masyarakat akibat ulah dari peserta pilkada itu sendiri yakni 
paslon atau para kandidat, beliau juga mengatakan konflik menjelang pilkada itu 
masih belum sangat jelas terlihat  cuma yang paing sering terjadi konflik 
menjelang pilkada itu adalah  politik uang saja tetapi puncak daripada konflik itu 
sendiri terjadi pada saat pasca atau setelah pemilihan umum atau setelah 
pemungutan suara itu di lakukan dimana para calon yang kalah biasanya 
menghalalkan segala cara dan membuat alasan seolah KPU yang salah. Padahal 
ketentuan atau kasus seperti ini sudah di atur dalam undang-undang beserta 
sanksinya tentang ketentuan pidana pemilahan umum. 
Sengketa pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada diatur dalam 
pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada intinya menyatakan 
bahwa sengketa hasil penghitungan suara dapat diajukan oleh pasangan calon 
kepada pengadilan tinggi untuk pilkda bupati/walikota dan kepada MA untuk 
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pilkda Gubernur. Putusan yang dikeluarkan pengadilan tinggi/Mahkamah Agung 
bersifat final. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
kewenangan penyelesaian sengketa pilkada beralih dari Mahkamah Agung ke 
Mahkamah Konstitusi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahuri 2004 maupun Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa Pilkada 
hanya terbatas pada sengketa hasil yang mempengaruhi pemenang Pilkada, 
permasalahannya adalah bagaimana apabila terjadi sengketa di luar hasil 
penghitungan suara, selain itu beberapa putusan baik Mahkamah Agung maupun 
Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi di masyarakat, akibatnya 
penyelesaian Pilkada berlarut-larut. 
Ketentuan pidana pada pemilu dimaksud dapat kita lihat salah satu dari 
pasal 262 yang berbunyi : setiap orang yang dengan memberikan keterangan yang 
tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang di 
perlukan untuk pengisian daftar pemilih, di pidana penjara paling singkat 3 t(iga) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit 




 Meski sudah ditetapakn undang-undang tentang pelanggaran pilkada 
beserta sanksi dan dendanya tetapi masih banyak juga yang melanggar aturan 
undang-undang tersebut terbukti dengan beragam konflik yang terjadi saat setelah 
pilkada , para peserta pemilu yang ngotot untuk memenangkan pilkada ini selalu 
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saja menyalahkan pihak penyelenggara sebagai sasaran utama pokok 
permasalahan pilkada tersebut meski begitu pihak penyelenggara ini tetap saja 
tidak keberatan dengan tudingan yang tidak benar karna mereka tau semuanya 
telah di atur dengan undang-undang dan mereka pun bekerja untuk undang-
undang. Tidak heran ketika pilkada tahun 2015 yang di laksanakan secara 
serentak di beberapa daerah menjadi rawan konflik karna sala satu alasannya 
adalah pemilihan umum kepala daerah ini secara serentak untuk yang pertama 
kalinya di laksanakan di beberapa daerah di seluruh Indonesia. 
Seteleah pilkada selesai bukan berarti persoalan pun juga ikut selesai 
namun timbul lah beberapa konflik baru terutama pihak yang kalah, mereka tentu 
saja tidak akan menyerah begitu saja namun setelah pilkada selesai timbul 
beberapa isu  konflik diantaranya masalah DPT (daftar pemilih tetap), paslon yang 
kalah mencurigai kemenagan Syukri-Nawawi dengan kecurangan diantaranya 
persoalan DPT ganda , Askar menuding bahwa di beberapa kecamatan banyak 
terdapat DPT ganda sehingga perolehan suara pihak pemenang melonjak naik saat 
proses pemungutan suara.  Seperti yang  telah di katakan  oleh bapak Hasanuddin 
Salasa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bahwa 
potensi yang paling besar pada pilkada ini khususnya di Kabupaten Bulukumba 
adalah mengenai masalah data pemilih karena yang sebenarnya data pemilih itu 
tidak di prodak oleh KPU akan tetapi oleh pemerintah capil kabupaten kota 
selanjutnya kemendagri lalu di kirim ke KPU RI lalu menurunkan ke KPU 





Persoalan masalah DPT ini di bawa oleh paslon Askar-Nawawi ke 
Mahkamah Konstitusi untuk di proses secara lanjut mengenai gugatannya 
terhadap kemengan Syukri-Tommy yang di anggap melakukan kecurangan pada 
pilkada serentak tahun 2015. Kecurangan lain yang di laporkan Askar adalah 
adanya suara siluman. Suara siluman yang dimaksud adalah adanya beberapa data 
pemilih yang telah meninggal tetapi masih saja namanya terdaftar dalam 
pemilihan umum dan ikut dalam memilih. 
Konflik pasca Pemilukada adalah konflik yang terjadi setelah proses 
pemilihan umum tersebut dilaksanakan. Ketidaksiapan kontestan dalam menerima 
kekalahan merupakan penyebab utama munculnya berbagai kerusuhan pasca 
Pemilukada. Dangkalnya rasionalitas para pendukung menjadikan amarah 
berkembang menjadi amukan massa. Mereka tidak mampu menemukan titik 
keseimbangan tempat segala hal dikompromikan. Nurzan salah satu tokoh 
masyarakat berpendapat bahwa : 
“Jika terjadi kericuhan atau konflik fisik pada pilkada yang lalu itu 
penanggung jawab akhir menurut saya itu yah presiden. Sebagai presiden 
tidak bisa melepas tanggung jawabnya kepada siapapun karna ini 
konsekuensi, semestinya sebelum pelaksanaan pilkada serentak itu 
pemerintah harusnya mengukur pilkada yang selama ini sudah di 
langsungkan terhadpat kesejahteraan rakyat.”81  
 
Ketika penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, legislatif, 
maupun presiden, seharusnya masyarakat bisa bersifat lebih dewasa lagi agar 
supaya kejadian konflik seperti ini pun tidak lagi terjadi di beberapa daerah di 
seluruh Indonesia pada saat pemilihan umum. Selain itu pengawas pemilu juga 
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harus bersifat lebih agresif untuk menuntaskan masalah-masalah seperti 
kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat menjelang maupun pasca atau 
setelah pemilihan umum berlangsung. Konflik memang susah di pisahkan dengan 
politik dimana ada politik di situ ada konflik dan begitu pun sebaliknya. Sebagian 
besar juga masalah timbul karna peserta pemilu itu sendiri yang membuat masalah 
sehingga membuat para pendukung mereka juga ikut terlibat dalam perseteruan 
ini. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu pemerintahn 
mengurangi konflik politik pada umunya atau mencegah munculnya konflik 
politik tertentu ialah pemilikan kapasitas pemaksaan secara fisik. Apabila 
masyarakat menyadari bahwa pemerintah memiliki kemampuan dan daya paksa 
yang besar, kemungkinan konflik politik bersifat kekerasan akan berkurang. 
Menurut Ralf Dahrendorf, penagturan konflik yang efektif bergantung pada tiga 
faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang 
terjadi diantara mereka. Kedua, kepentingan-kepentingan yang di perjuangkan 
harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai, dan terkotak-kotak 
sehingga masing-masing pihak menemani dengan jelas lingkup tuntutan pihak 
lain. Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan min yang menjadi landasan dan 
pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.
82
 Dalam  wawancara 
kepada salah satu tokoh masyarakat idhan mengemukakan pendapatnya tentang 
penyebab konflik pada pilkada lalu : 
“Faktor yang menyebabkan konflik itu perlu di sadari bahwa yang 
membuat konflik ini ada pada calon bukan masyarakat yang membuat 
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konflik kenapa,? karna adanya klim-klaim itu karna adanya money politic 
yang dilakukan oleh oknum calon ini sehingga mengkalim bahwa disini 
adalah basis saya tetapi tidak berpengaruh kepada orang banyak untuk 
membuat suatu kekuatan-kekuatan  yang sifatnya meemcah kabupaten 
Bulukumba ini.”83 
 
 Salah satu pendapat seorang warga tentang penyebab konflik ini di 
sebabkan karena bukan oleh masyarakat akan tetapi kepada para calon ini sendiri 
sehingga memicu terjadinya kasus konflik di kalangan masyarakat dan 
masyarakatlah yang menjadi korbannya. konfilk pasca pilkada tersebut ialah 
adanya sengketa atau gugatan Askar terhadap Syukri akibat pihak yang kalah 
masih tidak menerima kekalahannya dan kasus ini berlanjut ke Mk atau 
mahkamah konstitusi untuk meproses laporan Askar terhadap Syukri yang dia 
anggap melakukan kecurangan pada pilkada tersebut. Selanjutnya A. Azikin 
Pattedduri mengatakan : 
“Dampak dari konflik ini merupakan suatu ajang pembelajaran kepada 
mereka yang salah itu tetap salah terbukti bahwa kami merasakan itu 
bahwa , di manapun mereka bawa kita tetap menang karena memang apa 
yang kita lakukan ini tidak keluar daripada koridor yang di tentukan oleh 
undang-undang, hal-hal lain misalnya kalau misalnya terjadi seperti itu 
kita lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugas-tugas ini karena 
tugas ini memang rawan konflik.”84 
 
Dalam pandangan sebagian masyarat melihat bahwa pihak penyelenggara 
pilkada atau komisi pemilihan umum (KPU) masyarakat selalu memandang jika 
pihak penyelenggara  inilah yang selalu menciptakan konflik baik itu menjelnag 
atau setelah pilkada, sebgaian masyarakat menganggap bahwa pihak 
penyelenggara lah yang selalu membuat masalah dalam pilkada sehingga 
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terjadilah pemicu konflik hingga berujung pada kekerasan. Padahal ketika melihat 
dari pendapat bapak Azikin diatas bahwa KPU itu bekerja sesuai dengan koridor 
undang-undang.  
 Selain itu menurut bapak azikin patteedduri konflik itu sendiri disebabkan 
oleh para calon yang cuma ingin menang saja tetapi tidak mau kalah.  Perlu di 
ketahui bahwa penyebab terjadinya konflik pilkada di kabupaten bulukumba 
memang sering terjadi dan penyebabnya itu adalah para paslon yang tidak bersiap 
untuk kalah tetapi cuma ingin menang dan sasaran utama adalah pihak 
penyelenggara yang di salahkan dengan berbagai tudingan yang belum tentu benar 
adanya. Memang kejadian seperti ini memang seringkali terulang setiap pesta 
demokrasi pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba dengan 
kasus yang hampir sama pada pilkada sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini 
Hasanuddin salasa mengatakan bahwa : 
“Pada dasarnya konflik seperti ini terjadi pada saat akan berlangsung 
atau setelah pemilhan umum kepala daerah. Memang tidak bisa di 
pungkiri dan memang pasti terjadi yang seperti ini. Sebagai 
penyelenggara pemilu kita selalu berusaha untuk mengakkan aturan dan 
bersifat adil kepada para peserta pemilu agar tidak terjadi potensi konflik 
yang besar. Dan memang kita ini sudah siap akan semua hal yang akan 
terjadi semisalkan para peserta pemilu yang tidak menerima kekalahan 
dan menyalahkan kami bahkan mereka melaporkan kami ke MK misalnya 
kami siap karna kita itu bekerja sesuai koridor undang-undang seperti 
yang di bilang pak ketua tadi.”85 
  
 Argumen salah satu anggota komisioner KPU Kabupaten Bulukumba 
mengatakan bahwa  pihak penyelenggara itu selalu berusaha bersifat adil dan 
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menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang agar supaya potensi konflik 
atau penyebab konflik ini tidak lagi sering terjadi pada saat sebelum maupun 
setelah pilkada. Bukan Cuma KPU saja tetapi Panwaslu selaku pengawas 
pemilihan umum  juga sangat berperang penting dalam menjaga ketertiban agar 
supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik para peserta pemilu 
itu sendiri maupun masyarakat  setempat 
 Peristiwa konflik pilkada yang terjadi di Kabupaten Bulukumba pada 
tahun 2015 yang lalu semoga bisa menjadi pembelajaran kepada pihak 
penyelengara pemililah umum ataupun para pengawas untuk memperketat 
jalannya pilkada tersebut agar mengurangi sedikit peristiwa-peristiwa yang dapat 
menimbulkan terjadinya konflik baik itu sebelum menjelang pilkada maupun 
setelahnya. Masalah utama pilkada tahun 2015 yang lalu yaitu masih banyak yang 
melakukan beberapa praktek politik uang atau yang biasa disebut dengan money 
politic, money politic ini biasanya terjadi menjelang hari pencoblosan para calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah hal yang seperti ini bisa memicu terjadinya 
konflik diantara masing-masing pendukung maupun para kandidat calon  yang 
berbeda pendapat akan politik uang tersebut . Tidak sampai disitu, konflik pun 
akan berlanjut setelah atau pasca pilkada. Konflik yang terjadi setelah pilkada 
yaitu adanya ketidakpuasan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dengan hasil perolehan suara yang di perolehnya. Ini niasanya terjadi di sebabkan 
karena prediksi perolehan suara tidak mencapai target sehingga para calon yang 





terbukti adanya pelanggaran kasus seperti ini biasanya berlanjut ke Mahkamah 


























BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil peneltian dapat di paparkan bahwa Suatu konflik politik 
dapat dilihat dalam suatu fenomena yang terjadi karena perbedaan kepentingan 
antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi sebelum pilkada di Kabupaten 
Bulukumba adalah money politic, masalah DPT ,serta perseteruan para pendukung 
kedua paslon.  Sehingga resolusi konflik dapat diterapkan secara optimal jika 
dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang 
relevan. Sedangkan konflik yang terjadi setelah pilkada tahun 2015 adalah masih 
kepada massa paslon yang bentrok akibat pihak yang  kalah tidak akan 
kekalahannya begitu saja. yang kedua adalah konflik yang terjadi antar elit atau 
sengketa dimana paslon no. urut 5 Askar-Nawawi tidak menerima kekalahannya 
dan menunt  paslon no. 1 Syukri-Tommy dan membawa masalah tersebut ke 
pengadilan tinggi mahkamah konstitusi. Konflik pemilukada tahun 2015 di 
Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan cara menemukan akar permasalahan 
dengan melibatkan Mahkamah konstitusi dan memenangkan pasangan pasangan 
Syukri-Tommy dan menolak gugatan Askar-Nawawi. Penyebab konflik tersebut 
di antaranya karena disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang ikut berkompetisi 
yang tidak ingin menerima kekalahannya dan mereka cuma ingin menang. 
Masalah yang menyebabkan paslon tidak menerima kekalahan karena tidak puas 







B. Implikasi  
Agar mengurangi potensi konflik yang terjadi pada saat menjelang maupun pasca 
pilkada perlu di lakukan beberapa hal yaitu : 
1. Daftar pemilih tetap dapat diminimalisir dengan ikut berperan aktif dalam 
memeriksa dan melaporkan bila terdapat pemilih yang belum terdaftar. 
2. Money politic, meskipun sulit di temukan bukti-bukti kecurangan 
semacam ini kesaksian penerima uang sangat berarti daam 
mengungkapkan praktek politik uang tersebut dan perlu di lakukan upaya 
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